BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip the rule of law, and not of man, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.
 Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan karena Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum civil law. Kelaziman dalam sistem civil law adalah memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (written code).
 

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yaitu het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini karena hukum terbentuk dalam moment opname yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu
, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal. 

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU No. 10 Tahun 1950). UU No. 10 Tahun 1950 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak tanggal 4 Juli 1950. UU No. 10 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.

UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

2. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.

Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No. X disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tangggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.

2. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1950 terdiri atas 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal. UU No. 10 Tahun 1950 pada pokoknya mengatur mengenai cakupan wilayah provinsi, kedudukan pemerintahan provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan urusan rumah tangga. Selain diatur dalam UU No. 10 Tahun 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Nomor 1 Tahun 2015);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat UU No. 10 Tahun 1950 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1950 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, materi muatan UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan materi muatan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Selain itu, UU No. 10 Tahun 1950 dibentuk sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, teknik penyusunan UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, setiap pembentukan undang-undang harus disertai naskah akademik sebagai landasan dalam pembentukan rancangan undang-undang. 

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah?

2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah?

4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah. 

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A.
Kajian Teoretis (Pak Anto)
1. Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan

Soepomo, sebagai ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menjelaskan pasal terkait dengan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

“Sekarang tentang pemerintah daerah. Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada ‘onderstaat’, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Pasal 16, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah yang besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingati ‘dasar permusyawaratan’, artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah.”.

Sebagian besar penjelasan Soepomo kemudian menjadi bagian dari Penjelasan UUD 1945. Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Dasar selanjutnya menjadi Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi: 
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” 

Menurut Solly Lubis, isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Pasal tersebut lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun Negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme dan yang dimaksud unitarisme adalah sebagai “The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power”.
 Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat (Central Government) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government).
 Di samping itu, di dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central government) dengan pemerintah daerah (local government), sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu ialah pemerintah pusat.

Undang-undang pascakemerdekaan yang pertama mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pada Pasal 1 disebutkan:
(1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

(2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

(3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.
Selanjutnya, undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang berlaku adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah; Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan terakhir UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah berlaku pada beberapa masa undang-undang dasar yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa periode berlakunya undang-undang dasar, yaitu:
1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;

2. Konstitusi RIS Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;

3. UUDS Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 1999; dan

5. Perubahan UUD 1945 – 1999-sekarang.
Di dalam UUD 1945 yang berlaku saat ini terdapat ketentuan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan daerah diatur di dalam Pasal sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

2. Desentralisasi


Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.
 Smith menjelaskan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut: Dalam studi politik desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan tentorial. Desentralisasi berhubungan dengan tingkat kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui hirarki geografis negara, dan institusi-institusi dan proses dimana penyerahan tersebut terjadi. Desentralisasi memerlukan pembagian teritorial negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan institusi-institusi politik dan administrasi pada daerah-daerah tersebut.

Smith mengemukakan 7 (tujuh) alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Pertama, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. Ketiga, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. Keempat, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (indifference), sifat pesimis, dan pasif. Kelima, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. Keenam, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. Pada akhirnya desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Dengan demikian rencana dan target pembangunan harus dikomunikasikan (koordinasi) dalam ladisi fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. indoktrinasi (terhadap manfaat program kesehatan misalnya), input atau masukan (seperti dana pendampingan dan buruh/pekerja) dan proyek swadaya masyarakat. Sehingga tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Hukum dan Pembangunan
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Terdapat 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan, yaitu: 1) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; 2) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjachran Basah yang menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.

4. Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum yang satu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain itu menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm). Norma hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. dan suatu kesatuan tatanan hukum.

Selanjutnya Hans Nawiasky mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:
1. Kelompok I: staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II: Staatgrundsetz (aturan dasar/pokok negara) 

3. Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-undang formal) 

4. Kelompok IV: Verordnung dan autonomesatzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Teori hierarki norma ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu undang-undang dibentuk dengan bersumber atau berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, maka undang-undang memperoleh validitas dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan terhadap undang-undang dasar akan berpengaruh pada undang-undang yang menggantungkan validitas terhadao ketentuan di dalam undang-undang dasar tersebut.

B.
Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Provinsi Jawa Tengah (Agus)
Menurut I.C. Van Der Vlies, dalam bukunya Het Wetsbegrip En Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving,
 asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik terdiri dari asas formal dan materiil. Asas-asas formal meliputi:

a. 
asas tujuan yang jelas;

b. 
asas organ/lembaga yang tepat;

c. 
asas perlunya pengaturan;

d. 
asas dapatnya dilaksanakan; dan

e. 
asas konsensus.

Asas-asas materiil meliputi:

a. 
asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;

b. 
asas tentang dapat dikenali;

c. 
asas perlakuan yang sama dalam hukum;

d. 
asas kepastian hukum; dan


e. 
asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu. 

Dalam pembentukan peraturan perudang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) dikenal pula asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik, baik secara formil maupun materiil, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka RUU tentang Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas beberapa asas, yaitu: 
1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Jawa Tengah.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Dayaguna dan Hasilguna

Asas daya guna dan hasilguna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Jawa Tengah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
8. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta Kearifan Lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Ke-bhineka-tunggal-ika-an 

Asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an dimaksudkan terjaminnya ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 

10. Asas efektifitas pemerintahan
Asas efektivitas pemerintahan dimaksudkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. 

11. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Jawa Tengah
Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Jawa Tengah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model Pembangunan berencana Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Jawa Tengah.

C.
Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (LD)
D.
Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara (Ratna)
Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai keuangan daerah, namun pada dasarnya undang-undang tersebut telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pentapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Bagian IV Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 telah menjelaskan mengenai keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terus mengalami perubahan, hingga terakhir dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga pengaturan mengenai keuangan daerah juga terus mengalami perubahan. Adapun pengaturan mengenai keuangan daerah berada pada Bagian XI Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Selain itu, dasar-dasar mengenai keuangan daerah selain dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, juga dijelaskan secara jelas melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mengenai alokasi dana desa.
Berdasarkan kepada Undang-Undang yang telah dijabarkan di atas mengenai dasar hukum keuangan daerah, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Tengah yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis yang sudah tidak relevan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1948, maka Rancangan Undang-Undang baru ini tidak akan terlalu mempengaruhi aspek beban keuangan negara. Dimana askpek beban keuangan negara yang dimaksud meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa.
Meskipun secara langsung adanya RUU Tentang Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan dampak signifikan terhadap beban keuangan negara, namun terdapat beberapa karakteristik dan kekhasan Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi menimbulkan beban terhadap keuangan negara saat ini atau di masa yang akan datang, diantaranya:

Permasalahan terkait karakteristik Geografis Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau jawa. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.
Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat terbagi menjadi tiga Kawasan, yaitu wilayah tengah yang didominasi merupakan pegunungan, wilayah pesisir dan wilayah selatan yang bukan pesisir. Kondisi geografis ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah kabupaten yang memiliki jarak yang sangat jauh dengan ibu kota provinsi. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki jarak terjauh dengan ibukota provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdampak saat masyarakat kabupaten Cilacap perlu mendapatkan pelayanan di tingkat provinsi, maka mereka memerlukan 1 hari untuk perjalanan menuju ke Ibukota Provinsi.

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
	Kab/ Kota
	Luas
	Persentase
	Jarak Ibukota Kab/Kota ke Ibukota Provinsi

	
	Km2
	%
	Km

	Kabupaten Cilacap
	2124.5
	6.5
	251          

	Kabupaten Banyumas
	1335.3
	4.1
	225          

	Kabupaten Purbalingga
	677.5
	2.1
	191          

	Kabupaten Banjarnegara
	1023.7
	3.1
	149          

	Kabupaten Kebumen
	1211.7
	3.7
	162          

	Kabupaten Purworejo
	1091.5
	3.3
	222          

	Kabupaten Wonosobo
	981.4
	3
	117          

	Kabupaten Magelang
	1102.9
	3.4
	90          

	Kabupaten Boyolali
	1008.5
	3.1
	70          

	Kabupaten Klaten
	658.2
	2
	100          

	Kabupaten Sukoharjo
	489.1
	1.5
	113          

	Kabupaten Wonogiri
	1793.7
	5.5
	133          

	Kabupaten Karanganyar
	775.4
	2.4
	110          

	Kabupaten Sragen
	941.5
	2.9
	120          

	Kabupaten Grobogan
	2013.9
	6.1
	60          

	Kabupaten Blora
	1804.6
	5.5
	127          

	Kabupaten Rembang
	887.1
	2.7
	110          

	Kabupaten Pati
	1489.2
	4.5
	75          

	Kabupaten Kudus
	425.1
	1.3
	60          

	Kabupaten Jepara
	1059.2
	3.2
	77,6

	Kabupaten Demak
	900.1
	2.7
	26          

	Kabupaten Semarang
	950.2
	2.9
	26          

	Kabupaten Temanggung
	837.7
	2.5
	80          

	Kabupaten Kendal
	1118.1
	3.4
	28          

	Kabupaten Batang
	788.6
	2.4
	84          

	Kabupaten Pekalongan
	837
	2.5
	120          

	Kabupaten Pemalang
	1118
	3.4
	140          

	Kabupaten Tegal
	876.1
	2.7
	195          

	Kabupaten Brebes
	1902.4
	5.8
	174          

	Kota Magelang
	16.1
	0.1
	75,9

	Kota Surakarta
	46
	0.1
	102          

	Kota Salatiga
	57.4
	0.2
	48          

	Kota Semarang
	373.8
	1.1
	0          

	Kota Pekalongan
	45.2
	0.1
	110          

	Kota Tegal
	39.7
	0.1
	165          


Sumber: BPS (2022, diolah)

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang besar di provinsi Jawa Tengah. Dimana kondisi topografi Kabupaten Cilacap cukup beragam. Kabupaten Cilacap di bagian barat laut merupakan Kawasan pegunungan dengan ketinggaian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl). Sedangkan bagian timurnya merupakan dataran dam dibagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus menuruni pegunungan untuk mendapatkan pelayanan publik di kabupaten Cilacap.

Contoh lain ialah masyarakat di Kec. Tengaran, Kab Semarang. Masyarakat di kecamatan ini harus menuju ke Ungaran yang merupakan Ibukota Kabupaten Semarang untuk mendapat pelayanan publik di tingkat Kabupaten. Padahal masyarakat kecamatan Tengaran akan lebih mudah dan lebih dekat ke Kota Salatiga dibandingkan harus ke Ungaran untuk mendapatkan pelayanan publik.

Kondisi geografis di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan publik secara optimal. Untuk mendapatkan pelayanan publik, Sebagian masyarakat harus menyediakan lebih banyak waktu dan biaya lebih. Sehingga perlu adanya inovasi ataupun sinergitas antar wilayah. Inovasi dan sinergitas antar wilayah ini perlu didukung dengan anggaran yang memadahi, bsik itu melalui APBD ataupun APBN. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu instrument APBN yang dapat digunakan untuk membiayai inovasi dan sinergitas antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun masih diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai sinergitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Permasalahan terkait karakteristik Kebudayaan di Jawa Tengah
Kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak pada karanteristik kebudayaan dan Bahasa yang digunakan. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di Provinsi Jawa Tengah terdapat pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat.
Kekayaan budaya di Jawa Tengah dipengaruhi oleh masa lalu. Dimana pada zaman dahulu, di wilayah Jawa Tengah berdiri banyak kerajaan. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Mataram Buddha (Syailendra), Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaraan. Setiap kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Tengah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan terdapat kebudayaan yang masih lestari hingga saat ini.

Secara umum terdapat dua kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kebudayaan jawa, kebudayaan Jawa Pesisir dan Banyumasan. Kebudayaan Jawa (kejawen) berkembang di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dengan pusat di Keraton Surakarta. Kebudayaan Jawa Pesisir banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Sedangkan kebudayaan banyumasan merupakan kebudayaan hasil perpeduan Jawa, Sunda, dan Cirebon.

Walaupun secara garis besar kebudayaan di Jawa Tengah terdiri dari tiga kebudayaan, namun kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang paling banyak diekspos dan dieksplorasi. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kecemburuan dan keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah provinsi. Untuk itu perlu adanya usaha dari pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik itu kebudayaan kejawen, kebudayaan pesisiran ataupun banyumasan secara proporsional. Untuk melakukan pelestarian kebudayaan ini perlu adanya dukungan anggaran yang memadai. Namun apabila hanya mengandalkan pendanaan dari APBN, maka hasil yang diperoleh akan kurang optimal. Untuk itu pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat bekerjasama dan melibatkan pihak swasta. Dengan adanya keterlibatan swasta dan masyarakat pada umumnya, diharapkan seluruh kebudayaan yang ada di provinsi Jawa Tengah dapat lestari dan berkembang.

Permasalahan terkait perkembangan ekonomi di Jawa Tengah
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah dalam satu periode tertentu ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS mencatat nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai Rp997,32 triliun. Namun 38,46 persen dari PDRB tersebut hanya ditopang oleh lima kabupaten/kota (gambar 1). Kelima kabupaten/kota tersebut ialah Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas dan Kota Surakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa 13,89 persen kabupaten/kota menopang 38,46 persen perekonomian di Provinsi Jawa Tengah (gambar 1). Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan distribusi perekonomian di Jawa Tengah.

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Wiliamson dengan total PDRB dengan sector migas di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 0,636. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakmerataan pembangunan di Jawa Tengah masih tinggi.

Gambar 1 Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (dalam persen)
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Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi polarisasi perekonomian di provinsi Jawa Tengah. Dimana pusat perekonomian Jawa Tengah terbagi menjadi empat wilayah, yaitu Kota Semarang dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, Kabupaten Kudus dan sekitarnya, serta Kota Surakarta dan sekitarnya. Keempat kabupaten/kota ini dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Dimana keempat wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kota Semarang merupakan Ibukota sekaligus pusat administrasi di Jawa Tengah. Perekonomian di Kota Cilacap ditopang dengan adanya tambang minyak bumi. Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri rokok, dimana disana terdapat beberapa pabrik rokok dengan skala besar. Sedangkan kota Surakarta ditopang dengan industri pariwisatanya.

Polarisasi perekonomian dan kesejangan pembangunan yang terjadi di Jawa Tengah apabila tidak dimanage dengan baik berpotensi untuk menimbulkan konflik di masa yang akan datang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Teguh)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang meyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dan sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip the rule of law, and not of man, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.
 Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan karena Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum civil law. Kelaziman dalam sistem civil law adalah memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (written code).
 
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan dalam pelaksanaan hukum positifnya, maka perubahan undang-undang sebagai bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yaitu het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini karena hukum terbentuk dalam moment opname yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu
, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal. 
Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU No. 10 Tahun 1950). UU No. 10 Tahun 1950 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak tanggal 4 Juli 1950. UU No. 10 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan dengan dasar hukum sebagai berikut:
4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

5. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.
Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No. X disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tangggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:
3. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.

4. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).
Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.
Dengan demikian maka pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang disusun perlu disesuaikan dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Subtansi undang-undang yang perlu ditelaah untuk diubah dalam UU No. 10 Tahun 1950 di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. 
Selain, itu pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang akan disusun, juga semestinya sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XA UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), pertahananan negara dan keamanan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945). Maka penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah tidak boleh ada pengaturan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Bab X hingga Bab XIV UUD NRI Tahun 1945.
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Agus)
Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Terkait pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah maka perlu memperhatikan beberapa pengaturan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Sistem Pajak dan Retribusi

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

2. Transfer ke Daerah (TKD)

Reformulasi yang dilakukan dalam Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yakni bahwa DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi. Kemudian pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.

3. Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan

Daerah diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses Pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan.

4. Pengelolaan Belanja Daerah

Peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasdn. Untuk itu, Undang-Undang ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

5. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Pada intinya fokus pada sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah, penetapan batas maksimal defrsit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (Tommy)
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Cek UU No 1 Tahun 2022, ada beberapa Pasal dalam UU tersebut yang mencabut beberapa Pasal dalam UU Pemda 2014) (Wulan)
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Teguh)
Desa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 UU tentang Desa. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, namun Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan desa, sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa.
Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Desa, yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang saat ini masuk wilayah di Pulau Jawa, syarat pembentukan desa wilayah Jawa dinyatakan harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU tentang Desa.
Keterkaitan lain mengenai Jawa Tengah sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU tentang Desa, salah satunya ada dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa menyakan bahwa pemerintahan daerah provisi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU tentang Desa. 
Dalam UU tentang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 huruf i UU tentang Desa. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 64 huruf f UU tentang Desa.
Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e UU tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU tentang Desa. 
Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU tentang Desa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU tentang Desa.

Ketentuan Pasal 90 UU tentang Desa juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:
a. hibah dan/atau akses permodalan; 

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 UU tentang Desa. 
Ketentuan Pasal 96 UU tentang Desa menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya ketentuan Pasal 101 UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 105 UU tentang Desa. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 109 UU tentang Desa.
Ketentuan Pasal 112 UU tentang Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.
Ketentuan Pasal 114 UU tentang Desa mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan; 

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; 

i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; 

j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan 

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Jawa Tengah sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Desa, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah perlu diselaraskan dan sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Desa, agar RUU Provinsi Jawa Tengah harmonis dengan UU tentang Desa yang terlebih dahulu diundangkan.
F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (Tommy)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) diundangkan tanggal 16 Januari 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Dalam Konsideran Menimbang UU tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. UU tentang Kepariwisataan mengatur antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan; pembangunan kepariwisataan; usaha pariwisata; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha; kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan; koordinasi lintas sektor; badan promosi pariwisata.
Keterkaitan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dan UU tentang Kepariwisataan yaitu dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Jawa Tengah yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Jawa Tengah selama ini. Peran Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan pariwisata di Jawa Tengah merupakan hal utama yang dapat meningkatkan pendapatan perekonomian di Jawa Tengah maupun di Indonesia. 
Kondisi keindahan alam dan budaya Jawa Tengah tersebut perlu lebih dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Pembangunan pariwisata di Jawa Tengah menjadi cukup krusial, mengingat potensi yang ada sangat besar, baik pariwisata alam, kuliner, maupun kebudayaan. Sementara di sisi lain, tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah juga berada dalam posisi cukup tinggi.
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Agus)
Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara: 
a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah maka perlu memperhatikan beberapa pengaturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yakni pada Pasal 87 UU Ciptaker antara lain terkait penyederhanaan perizinan berusaha dan pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan keringanan bagi usaha kecil. Kemudian kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dan insentif bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan menstimulan kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Pemerintah pusat juga mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Shintya)
Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua, dua samudera dan berada di dekat garis khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selain keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia juga merupakan kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 
Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Dengan dibentuknya UU No. 26 Tahun 2007 sebagai dasar pengaturan penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 

UU No. 26 Tahun 2007 mengatur mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan penataan ruang, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Arah pengaturan dari UU ini adalah: 

1. Untuk memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan; 

2. Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup; 

3. Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya; 

4. Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif tahadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan 

5. Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. 

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka penataan ruang dituntut dapat menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

2. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

4. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Penataan ruang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar daerah mengenai batasan kewenangannya, selain itu juga diharapkan penataan ruang antar daerah dapat dikelola dengan baik dan berkesinambungan.
I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Shintya)
Konsep perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan antardaerah. Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Dalam otonomi daerah, berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan berkaitan dengan alokasi sumber daya, peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah dipadukan dalam satu kesatuan sistem pembangunan nasional.
Pengaturan mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu:
1. penyusunan rencana;

2. penetapan rencana;

3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan siklus perencanaan yang utuh terbentuk. Pencapaian kinerja dari satu tahap pelaksanaan rencana dievaluasi untuk menjadi pertimbangan dalam penganggaran tahun berikutnya, sehingga penganggaran menjadi wajar dan berbasis kinerja. Implementasi rencana pengendaliannya serta evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari siklus perencanaan yang amat menentukan kebijakan penganggaran. Untuk itu, kedudukan perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah terjadi dalam rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja disetiap tingkatan perencanaan pembangunan daerah. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah maka harus mengurangi adanya kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendorong optimalisasi potensi dan mengurangi kesenjangan di daerah.
Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga perencanaan dan perencana dengan masyarakat daerah yang sangat pluralistik, baik sebagai subjek ataupun objek perencanaan. Setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antardaerah. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercerminkan dalam struktur perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Bahkan, hal yang dianggap sebagai bukan masalah justru mendapat alokasi belanja yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya baru guna meluruskan mekanisme perencanaan dan penganggaran.
Keterkaitan antara UU No. 25 Tahun 2004 dengan pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yaitu perlu memperhatikan terkait dengan pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Provinsi Jawa Tengah harus merujuk kepada sistem pengaturan perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi serta kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menyelesaikan setiap persoalan daerah terutama dalam mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Devi)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan untuk mencabut peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Melihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Jumlah Tenaga Kerja Menurut Provinsi (Orang), 2017-2019, Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat tertinggi dengan jumlah 1.470.717 orang pada industri mikro.
 Pemerintah Daerah, pelaku sektor industri, dan tenaga kerja di Jawa Tengah harus memperhatikan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. 

UU Ketenagakerjaan terdiri atas 193 Pasal yang memberikan pengaturan antara lain kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; pembinaan; pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana dan sanksi administratif. Hingga saat ini sudah ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Ketenagakerjaan yaitu berlaku Pasal seluruh pasal kecuali:

1) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yakni Pasal 160, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 186, Pasal 137, Pasal 138; Pasal-pasal yang dicabut : Pasal 158, Pasal 159;
2) Pasal-pasal yang telah diubah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU/VII/2009 yakni Pasal 120 ayat (3); Pasal-pasal yang telah dicabut yakni Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2).
3) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yakni Pasal 155 ayat (2).

4) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yakni Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (2) huruf b.
5) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yakni Pasal 164 ayat (3).

6) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 yakni Pasal 169 ayat (1) huruf c.

7) Pasal-pasal yang telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/X/2012 yakni Pasal 96.

8) Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yakni Pasal 95 ayat (4).

9) 
Pasal-pasal yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014 yakni Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4).
10)
Pasal-pasal yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 yakni Pasal 90 ayat (2).
11)
Pasal-pasal yang telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016 yakni Pasal 153 ayat (1) huruf f.
Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan juga mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Pasal 80 UU Cipta Kerja menyebut dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan buruh dalam mendukung ekosistem investasi, UU ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 UU yakni UU Ketenagakerjaan, UU SJSN, UU BPJS, dan UU PPMI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. 31 pasal yang diubah itu meliputi Pasal 13, Pasal 14, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 66, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 88, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 151, Pasal 153, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan. Misalnya, perubahan Pasal 56 UU Ketenagakerjaan yang mengatur antara lain soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyebut jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan PKWT ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Pasal 59 UU Ketenagakerjaan diubah dan tidak lagi memuat ketentuan sebelumnya yang mengatur jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. 

Oleh sebab itu, ketentuan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang perlu disesuaikan dengan Putusan MK dan UU Cipta Kerja. 
K. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. (Agus)
Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah propinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1950 (UU No. 10 Tahun 1950) tanggal 4 Juli 1950. Pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 didasarkan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948
. Beberapa materi muatan dalam UU No. 10 Tahun 1950 pada intinya mengatur mengenai:

a. menetapkan daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah;

b. penentuan ibukota provinsi;

c. penentuan jumlah anggota DPRD; dan

d. pengaturan mengenai urusan rumah tangga Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa pokok materi muatan tersebut sudah dianggap tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan yang saat ini terjadi, baik dalam konteks dasar hukum pembentukan maupun beberapa materi muatan seperti cakupan wilayah, jumlah anggota DPRD, serta urusan rumah tangga. karena sudah diubah dengan beberapa undang-undang terbaru. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai dasar hukum pembentukan serta materi muatan yang ada dalam UU No. 10 Tahun 1950.
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis (Mas Vino)
B. Landasan Sosiologis (Mas Hesbul)
C.
Landasan Yuridis (Wulan)
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH
A. Jangkauan (Teguh)
Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Jawa Tengah serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengaturan Undang-Undang ini adalah mengenai cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah, Kepala daerah dan DPRD Provinsi, pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat, prioritas penyelenggaraan pembangunan Jawa Tengah, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan e-government.
B. Arah Pengaturan (Wulan)
C.
Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah (LD)
BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan (Shintya)

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

b) Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut. 

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik yaitu keanekaragaman wilayah; keanekaragaman budaya lokal; dan keanekaragaman potensi sumber daya alam. Dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah mengembangkan karakteristik keanekaragaman budaya local.
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait yakni mengevaluasi dan menganalisis UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2003, dan UU No. 10 Tahun 1950. 
3. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 3 (tiga) landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini yaitu bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan Provinsi Jawa Tengah harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah; bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. 
4. Jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Jawa Tengah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Materi muatan pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah antara lain: Ketentuan umum, Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah, dan Ketentuan Penutup. 
B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. 

Hasil Rapat 31 Maret 2022 
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